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1.1 [bookmark: _Toc219101072]Latar Belakang
Pembayaran pajak bermanfaat untuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pajak merupakan sumber APBN terbesar di Indonesia. Sumber pendapatan ini digunakan untuk pengeluaran negara, pembangunan nasional. Melalui pajak pemerintah dapat membiayai berbagai infrastruktur, layanan publik hingga program sosial. Hal ini dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
Meskipun demikian, manfaat pajak hanya dapat opimal jika diimbangi dengan kepatuhan pajak yang tinggi. Untuk dapat memaksimalkan pembayaran pajak di Indonesia merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi faktor krusial dalam optimalisasi penerimaan negara. Namun, di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak baik secara nasional maupun tingkat daerah, khususnya wajib pajak orang pribadi, masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi pajak yang ada. 
Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas administrasi perpajakan. Tingkat kepatuhan tersebut umumnya diukur dari kesesuaian antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berstatus aktif dengan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Idealnya, jumlah WPOP aktif sebanding dengan jumlah SPT yang dilaporkan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan karena status aktif dan non-efektif bersifat dinamis. Wajib pajak yang berstatus aktif memang diwajibkan melaporkan SPT, tetapi wajib pajak berstatus non-efektif juga masih dimungkinkan untuk melapor. Selain itu, wajib pajak yang telah melaporkan SPT bisa saja kemudian mengubah statusnya menjadi non-efektif karena berbagai alasan, seperti pensiun atau tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.
[bookmark: _Toc208214507]Tabel 1. 1 Pelaporan SPT Tahunan WPOP di KPP Samarinda Ilir Tahun 2020-2024
	Tahun Pajak
	WPOP yang terdaftar aktif
	SPT Tahunan
	Rasio Kepatuhan (%)

	2020
	27.279
	28.761
	105,43

	2021
	28.956
	31.163
	107,62

	2022
	31.079
	35.202
	113,27

	2023
	36.137
	32.729
	90,57

	2024
	41.732
	30.369
	72,77


Sumber: KPP Samarinda Ilir, 2025
Berdasarkan data pada Tabel 1.1 Fenomena tersebut tercermin dalam data KPP Pratama Samarinda Ilir periode 2020–2024. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Samarinda Ilir mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Peningkatan ini seharusnya menjadi sinyal positif bagi penerimaan negara, karena menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
Pada tahun 2020 jumlah WPOP aktif tercatat 27.279, sedangkan SPT yang dilaporkan mencapai 28.761, sehingga terdapat selisih 1.482 pelapor dan menghasilkan rasio kepatuhan 105,43 persen. Kondisi serupa berlanjut pada 2021 dengan selisih yang semakin meningkat sebanyak 2.207 dan pada tahun 2022 terjadi selisih 4.123 dengan rasio kepatuhan masing-masing 107,62 persen dan 113,27 persen. Angka rasio yang melebihi 100 persen ini tidak mencerminkan tingkat kepatuhan sempurna di kalangan WPOP aktif, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor administratif yang menyebabkan ketidaksesuaian data pelaporan. 
Faktor-faktor tersebut meliputi pelaporan SPT Tahunan dari tahun sebelumnya yang tertunda, perbedaan periode pencatatan data di sistem DJP, serta dinamika perubahan status wajib pajak dari non-aktif ke aktif. Khususnya, perubahan status ini terjadi ketika WPOP yang sebelumnya berstatus non-efektif seperti individu yang tidak memiliki NPWP aktif, tidak berpenghasilan di atas PTKP, atau sementara tidak menjalankan kegiatan usaha menjadi aktif kembali, misalnya akibat mulai bekerja formal, membuka usaha baru. Akibatnya, WPOP tersebut langsung wajib melaporkan SPT Tahunan pada periode yang sama, sehingga jumlah pelaporan melebihi jumlah WPOP aktif yang tercatat pada akhir tahun fiskal. Selain itu, WPOP berstatus non-efektif juga berkontribusi signifikan terhadap selisih ini, karena meskipun tidak lagi memenuhi kriteria aktif, mereka tetap diizinkan atau diwajibkan melaporkan SPT Tahunan.
Namun, tren positif tersebut tidak berlanjut pada 2023 dan 2024. Walaupun jumlah WPOP aktif terus meningkat dari 36.137 menjadi 41.732, jumlah pelaporan SPT justru menurun, sehingga rasio kepatuhan menurun dari 90,57 persen pada 2023 menjadi 72,77 persen pada 2024. Fluktuasi ini menggambarkan bahwa bertambahnya jumlah wajib pajak tidak selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan, serta menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan yang benar-benar melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.
Am & Sarjan (2017) menyatakan bahwa ketidakstabilan kepatuhan ini tidak lepas dari penerapan self assessment system, wajib pajak diberi kewewenangan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sejak diberlakukannya self assessment system pada tahun 1984, wajib pajak di Indonesia diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Meskipun sistem ini fleksibel dan mudah, keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang apa yang mereka lakukan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyobudi & Fatimah (2022) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan penelitian  Wibowo et al. (2022) self assessment system tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Caroline et al. (2023) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh wajib pajak memahami perpajakan. Banyak wajib pajak yang mungkin belum benar-benar memahami cara pengisian SPT, mekanisme pembayaran, atau bahkan manfaat dari taat pajak itu sendiri. Ketidaktahuan ini sering kali membuat mereka enggan melapor, atau bahkan tidak sadar akan kewajiban mereka sebagai wajib pajak.Pengetahuan yang baik terhadap perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. 
Wardani & Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa ketika seseorang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka besar kemungkinan ia akan melaksanakan kewajibannya dengan sukarela. Pengetahuan tentang peraturan dan tata cara perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memahami ketentuan dan prosedur pajak, mereka cenderung lebih patuh karena mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas. Jika tidak, pengetahuan yang buruk dapat menyebabkan kesalahan pelaporan atau niat untuk menghindari pajak. 
Di sisi lain, Khodijah et al. (2021) menyatakan bahwa keberadaan sanksi perpajakan juga memiliki peran dalam mendorong kepatuhan. Namun apabila sanksi yang diberikan tidak tegas atau tidak dipahami dengan baik oleh wajib pajak, maka efek jera yang seharusnya timbul pun tidak akan maksimal. Hal ini juga bisa menjelaskan mengapa beberapa wajib pajak tidak merasa terdorong untuk melaporkan pajaknya secara rutin dan tepat waktu. Sanksi perpajakan memiliki peranan penting sebagai bentuk hukuman bagi wajib pajak yang melanggar aturan. 
Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Faidani et al. (2023) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sanksi yang dijatuhkan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhannya. Artinya apabila wajib pajak merasa sanksi yang dijatuhkan cukup berat dan merugikan, maka wajib pajak akan lebih termotivasi untuk patuh membayar pajak. Sanksi administratif dan pidana perpajakan adalah alat penting untuk mendorong kepatuhan pajak. Wajib Pajak cenderung patuh jika menyadari bahwa sanksi yang dikenakan akan merugikan dirinya. Dalam penelitian  Nurlaela, (2018) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian Abbas  & Ronny, (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Samarinda. Perbedaan hasil penelitian terdahulu juga menjadi alasan tambahan untuk menguji kembali pengaruh self assessment system, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh Self assessment system, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Samarinda Ilir)”.
1.2 [bookmark: _Toc210126090][bookmark: _Toc219101073]Rumusan Masalah
Dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang terdapat dalam latar belakang, maka masalah tersebut dapat diidentifikasi menjadi:
1. Apakah self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak?
1. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
1.3 [bookmark: _Toc210126091][bookmark: _Toc219101074]Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak.
1. Untuk menganalisis pengaruh hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
1. Untuk menganalisis pengaruh hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 [bookmark: _Toc210126092][bookmark: _Toc219101075]Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpajakan, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan menganalisis pengaruh self assessment system, pengetahuan dan pengetahuan perpajakan, serta sanksi perpajakan, penelitian ini akan menambah literatur yang ada di bidang perpajakan.
1. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, pemerintah dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Serta dapat diajadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
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[bookmark: _Toc208214313][bookmark: _Toc209516144][bookmark: _Toc210126093][bookmark: _Toc219101076]BAB II
[bookmark: _Toc216108819][bookmark: _Toc216162582][bookmark: _Toc218576074][bookmark: _Toc219101077]TINJAUAN PUSTAKA
1.1 [bookmark: _Toc219101078]Landasan Teori
1.1.1 [bookmark: _Toc219101079]Teori Atribusi
Menurut Newcomb & Heider (1958), perilaku individu dapat dijelaskan melalui faktor internal (seperti sifat, sikap, dan pengetahuan) maupun faktor eksternal (seperti tekanan lingkungan, aturan, atau sanksi). Teori atribusi menjelaskan bahwa setiap individu cenderung mencari alasan atas tindakan yang dilakukannya. Pada intinya, teori ini membahas tentang bagaimana seseorang mencari tahu penyebab atau motif dari suatu perilaku, baik perilaku orang lain maupun dirinya sendiri. Malle (2022) menyatakan dalam teori ini, penyebab perilaku dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal seperti sifat, sikap, dan kepribadian, serta faktor eksternal seperti tekanan lingkungan atau kondisi tertentu yang sedang dihadapi. Melalui teori ini, kita dapat memahami bagaimana seseorang menanggapi kejadian di sekitarnya berdasarkan bagaimana ia memahami penyebab kejadian tersebut.
Sa’diyah et al. (2021) menyatakan penyebab tersebut dapat berasal dari dalam dirinya sendiri (internal), seperti usaha, kemampuan, atau kondisi fisik, atau dari luar dirinya (eksternal), seperti lingkungan, aturan, atau situasi tertentu. Gleim et al. (2019) menyatakan bahwa perilaku yang muncul karena faktor internal biasanya dianggap sebagai hasil dari pengendalian diri, sedangkan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal lebih bersifat situasional atau karena adanya tekanan dari luar.
Atribusi ini, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dimuk et al. (2018) menyatakan pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi, yang patuh karena memahami hak dan kewajibannya mencerminkan atribusi internal. Sebaliknya, jika wajib pajak mematuhi aturan karena takut akan sanksi atau pengawasan dari otoritas pajak, maka hal ini menunjukkan atribusi eksternal. Dengan kata lain, perilaku kepatuhan dapat dipengaruhi oleh bagaimana pembayar pajak menafsirkan penyebab tindakan mereka, tindakan tersebut berasal dari kesadaran pribadi atau dari tekanan eksternal seperti sistem perpajakan dan ancaman hukuman.
1.1.2 [bookmark: _Toc219101080]Self Assessment System 
Self assessement system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adelina & Nugrahanto (2021) menyatakan bahwa sejalan dengan itu, sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, self assessement system menuntut peran aktif dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Di Indonesia, sistem ini sudah lama diterapkan dan berlandaskan pada asas kepercayaan, dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Putri dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa, agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan pengetahuan yang cukup dari wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, kesadaran untuk patuh, dan moral wajib pajak yang tinggi. Nasution (2019) menyatakan bahwa dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan menyetor pajak yang terutang, serta melaporkan harta, kewajiban, dan penghasilan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Anjanni (2019) mengatakan secara tidak langsung, sistem ini menuntut wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem ini, pelaporan dan pembayaran pajak sangat bergantung pada tingkat kejujuran dan kepatuhan masing-masing wajib pajak. Penerapan self assessement system akan berjalan dengan baik apabila masyarakat sudah memahami isi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya mengenai tata cara pelaporan, sanksi yang dikenakan, serta ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur jenis penghasilan yang dikenakan pajak. 
Damajanti (2015) mengatakan penerapan self assessement system tidak hanya mengubah cara pandang terhadap pajak yang awalnya dianggap sebagai beban menjadi bentuk partisipasi warga negara, tetapi juga menuntut kompetensi, kejujuran, dan kemampuan dari wajib pajak Wajib pajak harus benar-benar memahami cara menghitung pajak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam penerapannya, sistem ini memiliki kelemahan, salah satunya adalah adanya kecenderungan sebagian wajib pajak yang kurang patuh atau bahkan tidak jujur ​​dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Hal ini menimbulkan celah terjadinya praktik manipulasi data dan kondisi lainnya dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk memiliki pengetahuan yang memadai dan integritas yang tinggi agar self assessement system dapat diterapkan secara efektif dan adil.
1.1.3 [bookmark: _Toc219101081]Pengetahuan Perpajakan
Nadia dan Imahda (2020) menyatakan pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di era saat ini, dimana Indonesia menerapkan self assessment system, pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan menjadi semakin penting. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutangnya. Oleh karena itu, tanpa pengetahuan yang memadai, wajib pajak dapat mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan meliputi tiga aspek utama, seperti pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, pemahaman tentang sistem perpajakan di Indonesia yang saat ini menggunakan self assessment system, dan pemahaman tentang fungsi pajak, baik sebagai sumber penerimaan negara maupun sebagai instrumen kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki wajib pajak untuk digunakan sebagai dasar dalam bertindak, menentukan strategi, dan mengambil keputusan terkait hak dan kewajiban perpajakan.
Mulyati dan Ismanto (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan meliputi kemampuan wajib pajak dalam memahami tarif pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menyadari manfaat pajak itu sendiri bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengetahuan tersebut, wajib pajak akan lebih sadar akan tanggung jawabnya serta secara sukarela dan jujur ​​dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan ini juga memberikan pemahaman tentang akibat pelanggaran perpajakan, sehingga wajib pajak dapat terhindar dari sanksi atau denda yang merugikan.
Yulia et al. (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses dimana seseorang memahami dan mengerti peraturan dan perundang-undangan perpajakan, kemudian menerapkannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan administrasi lainnya. Dengan pengetahuan yang baik, wajib pajak tidak hanya mampu memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu, tetapi juga dapat melaksanakannya secara efisien dan sesuai dengan aturan. Pada akhirnya, pemahaman perpajakan yang tinggi akan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan individu dalam membayar pajak.
Arfah dan Aditama (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan bukan hanya sekadar pemberian informasi, tetapi juga sebagai landasan dalam membangun kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, edukasi perpajakan sangat penting untuk terus ditingkatkan, baik melalui sosialisasi, pelatihan, maupun pendampingan dari otoritas pajak agar wajib pajak dapat mengimplementasikannya secara optimal dalam sistem perpajakan nasional.
1.1.4 [bookmark: _Toc219101082]Sanksi Pajak
Mardiasmo (2019) menyatakan sanksi perpajakan terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif umumnya berupa denda atau bunga yang dikenakan atas kerugian negara. Sementara itu, sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang lebih berat dan digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sanksi ini berfungsi sebagai jera bagi mereka yang melanggar dan mengingatkan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan.
Meutiaa et al. (2021) menyatakan bahwa adanya sanksi perpajakan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai jaminan bahwa peraturan dan perundang-undangan perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi ini merupakan efek jera yang efektif agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Isyatir (2015), penerapan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan, khususnya di bidang pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.
Pentingnya sanksi dalam sistem perpajakan juga ditegaskan melalui sanksi administratif sehingga dapat mencegah perilaku menyimpang dan mendorong kepatuhan yang lebih baik. Dalam konteks yang lebih luas, Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa sanksi mencerminkan adanya peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, sekaligus berfungsi sebagai pengendali perilaku wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Dukungan terhadap pentingnya persepsi wajib pajak terhadap keberadaan sanksi juga datang dari Wirawan & Noviari (2017) menyatakan bahwa persepsi positif terhadap sanksi terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi pajak tidak hanya berperan sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai strategi untuk membentuk perilaku patuh pajak di masyarakat.
1.1.5 [bookmark: _Toc219101083]Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Saprudin et al. (2020) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu kondisi wajib pajak secara aktif memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan haknya. Secara umum, kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai sikap patuh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Sementara itu, Zulma (2020) menyatakan bahwa permasalahan terkait kepatuhan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi permasalahan yang umum terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Kepatuhan pajak sendiri dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak menaati peraturan perpajakan yang berlaku.
Anggadini et al. (2022) menyatakan kepatuhan wajib pajak meliputi tindakan seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar pajak yang terutang tepat waktu, melunasi tunggakan apabila ada, dan melaporkan kewajiban tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam praktiknya, kepatuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Monalisa (2020) menyatakan bahwa kepatuhan material mencerminkan pemenuhan kewajiban perpajakan substantif, termasuk pemahaman dan pelaksanaan hakikat peraturan perpajakan itu sendiri. Kepatuhan yang baik biasanya tercermin dari keteraturan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Jika kepatuhan rendah, hal ini dapat menimbulkan upaya penghindaran atau bahkan pengelakan pajak yang berdampak negatif langsung terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi sangat penting guna mengoptimalkan penerimaan pajak.
Barlan et al. (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan, maka semakin besar pula sumbangan penerimaan negara dari sektor pajak yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan fasilitas umum. Kepatuhan ini tidak hanya terbatas pada kewajiban saja, tetapi juga mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
1.2 [bookmark: _Toc219101084]Penelitian terdahulu
[bookmark: _Toc208214524]Sebagai dasar penguatan dan pembandingan dalam penelitian ini, digunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu dibuat dalam bentuk tabel dengan poin singkat dengan jenis permasalahan yang sama.
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No
	Nama Peneliti (Tahun)
	Variabel
	Metode Analisis Data
	Hasil Penelitian

	1
	Ramadhanty, dkk (2020)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Independen:
1. Pemahaman
Tentang Perpajakan
2. Kualitas Pelayanan Fiskus
3. Sistem Transparansi Perpajakan
4. Kesadaran Wajib Pajak
5. Sanksi Perpajakan
	Analisis Linear Berganda
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh posistif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

	2
	Lende, dkk (2021)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Independen:
1. Kemanfaatan NPWP
2. Kualitas Pelayanan
3. Pemahaman Wajib Pajak 
Sanksi Pajak
	Analisis Regresi Linear Berganda
	Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat kesadaran wajib pajak belum menunjukkan pengaruh yang signifikan.

	3
	Febtrina, dkk (2022)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Independen
1. Self assessment system 
2. Pengetahuan Perpajakan
3. Sanksi Perpajakan

	Analisis Regresi Linear Berganda
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan self assessment system dan pengetahuan perpajakan meberikan pengaruh yang signifikan.

	4
	Ardiansyah, dkk (2022)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Independen:
1. Pengetahuan Perpajakan

	Analisis Regresi Linear Berganda
	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara self assessment system dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan. 


Disambung ke halaman berikutnya

	
	
	2. Self assessment system
3. Sanksi Perpajakan
	
	

	5
	Dinata, dkk (2023)
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Independen:
1. Self assessment system 
2. Pengetahuan
dan Pemahaman Perpajakan
3. Machiavellian
	Analisis Regresi Linear Berganda
	Penelitian ini menunjukkan bahwa self assessment system dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sifat mechiavellian berpengaruh negatif terhadap kepatuhan.


Sumber data diolah 2025
2.3 [bookmark: _Toc219101085]Kerangka Konsep Penelitian
	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana self assessment system, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan teori atribusi, perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal.	Penerapan self assessment system (X1) mengharuskan wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan (X2) merupakan faktor krusial yang memengaruhi bagaimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan baik sesuai ketentuan. Sementara itu, sanksi perpajakan (X3) berfungsi sebagai faktor eksternal yang mendorong kepatuhan dengan memberikan konsekuensi atas pelanggaran.
Ketiga variabel ini diduga memiliki hubungan langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan kata lain, semakin baik penerapan self assessment system, semakin tinggi pemahaman wajib pajak, dan semakin ketat penerapan sanksi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, kerangka konseptual penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut.
Teori Atribusi


Sanksi Perpajakan (X3)

Pengetahuan perpajakan (X2)

Self assessment system  (X1)




Kepatuhan Wajib Pajak (Y)



[bookmark: _Toc210208671]Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Penelitian
2.4 [bookmark: _Toc219101086]Pengembangan Hipotesis
2.4.1 [bookmark: _Toc219101087]Pengaruh Self assessment system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sofyan & Sudirgo (2023) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menerapkan self assessment system. Sistem ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya self assessment system, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran dan itikad baik seluruh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
Inasius (2019) menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi fondasi utama dari self assesment system. Hal ini dapat berfungsi secara efektif jika wajib pajak menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Self assessement system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan wajib pajak dalam sistem ini sangat dipengaruhi oleh atribusi internal, yaitu keyakinan bahwa kepatuhan berasal dari kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Ketika wajib memahami pajak bahwa kewajiban perpajakan adalah hasil usaha dan pengambilan keputusan sendiri, maka ia merasa memiliki kontrol dan motivasi untuk taat pajak. 
Wajib pajak merasa bahwa kepatuhan merupakan hasil usaha dan pemahamannya sendiri, maka ia cenderung lebih patuh karena merasa memiliki kendali atas kewajiban tersebut. Sebaliknya jika wajib pajak merasa pengisian dan pelaporan sebagai beban yang disebabkan faktor eksternal, kepatuhan wajib pajak dapat menuru. Penelitian Machfuzhoh & Puspanita (2021) dan Dinata et al. (2023a) menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga keberhasilan self assessment system dalam mendorong kepatuhan bergantung pada peniaian individu dalam melaksanakannya. Dengan adanya self assessement system akan menghasilkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan hal ini maka dirumuskan hipotesis yaitu:
: Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak
2.4.2 [bookmark: _Toc219101088]Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam membentuk niat dan perilaku pemenuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai aturan serta prosedur perpajakan akan membuat wajib pajak lebih percaya diri dan terdorong untuk patuh secara sukarela. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menimbulkan kebingungan dan mendorong wajib pajak karena misalnya kesulitan mereka dengan faktor eksternal, seperti sistem yang rumit atau pihak lain. 
Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan perpajakan dapatmenjadi faktor internal yang membentuk wajib pajak dalam menafsirkan penyebab perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung mengatribusikan pemenuhan pada faktor internal, seperti pemahaman dan kemampuan pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan motivasi untuk patuh. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan wajib pajak mengatribusikan ketidakpatuhan pada faktor eksternal, seperti sistem perpajakan yang rumit atau kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepuasan. Penelitian Adhikara et al. (2022) dan Yogi Ardiansyah & Irawan (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan, karena pemahaman yang baik membuat wajib pajak merasa mampu mengendalikan hasil perilaku mereka sendiri. Berdasarkan hal ini maka dirumuskan hipotesis yaitu:
: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
2.4.3 [bookmark: _Toc219101089]Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi perpajakan berperan sebagai alat penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara umum, penerapan sanksi dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, meskipun tingkat efektivitasnya dapat berbeda-beda tergantung pada situasi, jenis sanksi yang diterapkan, serta persepsi wajib pajak terhadap sanksi tersebut. 
Sanksi perpajakan juga merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan teori atribusi. Dari sudut pandang teori ini, wajib pajak yang menyadari adanya sanksi cenderung memenuhi syarat mereka dengan faktor eksternal, yaitu rasa takut akan konsekuensi atau hukuman yang mungkin diterima jika melanggar ketentuan perpajakan. Hasil penelitian Purwanto & Safira (2020) menunjukkan bahwa pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak tidak selalu signifikan, dan Yogi & Irawan, (2022) menunjukkan bahwa pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan. Meskipun demikian, sanksi tetap dianggap sebagai instrumen penting dalam sistem perpajakan untuk menjaga tingkat kepatuhan. Berdasarkan hal ini maka dirumuskan hipotesis yaitu:
: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak


2.3 [bookmark: _Toc219101090]Model Penelitian
Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disusun model penelitian sebagai berikut:Self assessement system (X1)


H1 (+)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Pengetahuan Perpajakan (X2)

H2 (+)

H3 (+)

Sanksi Perpajakan (X3)


[bookmark: _Toc210208672]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Data Diolah, 2025
[bookmark: _Toc202332091]




[bookmark: _Toc208214328][bookmark: _Toc209516159][bookmark: _Toc210126108][bookmark: _Toc219101091]BAB III
[bookmark: _Toc216108834][bookmark: _Toc216162597][bookmark: _Toc218576089][bookmark: _Toc219101092]METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc219101093]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi operasional variabel merupakan penjabaran konsep suatu variabel ke dalam bentuk yang lebih konkrit dan terukur, sesuai dengan kondisi riil objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel utama yang digunakan, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel bebas merupakan faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Sementara itu, variabel bebas meliputi self assessement system (), pengetahuan perpajakan () dan sanksi pajak (). 
3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak
		Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan kondisi di mana wajib pajak secara sukarela dan sadar memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak, hingga melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu. Kepatuhan ini menjadi indikator penting dalam keberhasilan sistem perpajakan berbasis self assessment yang diterapkan di Indonesia. Rahayu (2017) menyatakan kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator:
a. Kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP;
b. Kepatuhan dalam melaporkan pembayaran pajak terutang dan pajak tunggakan;
c. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
d. Kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan perundang – undangan perpajakan dalam menyampaikan SPT.
3.1.2 Self Assessment System 
Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya tanpa harus menunggu pemeriksaan atau penetapan dari pihak fiskus. Sistem ini mendorong adanya kemandirian dan tanggung jawab dari wajib pajak untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. Semakin tinggi pemahaman dan pelaksanaan sistem ini oleh wajib pajak, maka diharapkan tingkat kepatuhan juga akan meningkat. Rahayu (2017) menyatakan self assessment system dapat diukur melalui beberapa indikator:
a. Wajib pajak melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP;
b. Wajib pajak memiliki kewewenangan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
c. Wajib pajak menyetorkan pajak terutang yang telah dihitung sesuai tarif pajak yang ditetapkan;
d. Wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan melalui SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.1.3 Pengetahuan Perpajakan
		Pengetahuan perpajakan mengacu pada sejauh mana wajib pajak memahami ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku, seperti siapa saja yang wajib pajak, bagaimana cara menghitung pajak, kapan batas pelaporan dan pembayaran, serta apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki wajib pajak. Pengetahuan ini penting karena seseorang yang paham terhadap aturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya. Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat diukur melalui beberapa indikator:
a. Pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak memahami aturan dasar yang menjadi landasan kewajiban perpajakan;
b. Pengetahuan tentang batas waktu pelaporan SPT;
c. Pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai kewajiban negara sekaligus kontribusi dalam pembangunan;
d. Pengetahuan mengenai prosedur pajak melalui self assessment system. 
3.1.4 Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sanksi ini bisa berupa sanksi administratif seperti denda, bunga, atau kenaikan, dan bisa juga berupa sanksi pidana. Tujuan utama dari adanya sanksi adalah untuk memberikan efek jera agar wajib pajak tidak mengulangi pelanggaran yang sama dan lebih patuh di masa depan. Rahayu (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat diukur melalui beberapa indikator:
a. Sanksi perpajakan digunakan untuk menegakkan kedispilan wajib pajak;
b. Sanksi diberikan secara tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaransebagai bentuk konsekuensi dari ketidakpatuhan;
c. Sanksi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran;
d. Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3.2 [bookmark: _Toc219101094]Populasi dan Sampel
3.2.1 [bookmark: _Toc219101095]Populasi
Populasi dalam sebuah penelitian merujuk pada kumpulan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti sebagai fokus penelitian, dengan tujuan untuk ditafsirkan dan ditarik kesimpulannya. Menurut  Sugiono (2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan ciri-ciri tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir sebanyak 41.732.
3.2.2 [bookmark: _Toc219101096]Responden
Responden merupakan individu yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian dan dipilih dari populasi untuk memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiono (2018) responden merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat mewakili keseluruhan populasi.
Dalam penelitian ini, responden yang dipilih adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir. Pemilihan responden ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan subjek yang secara langsung berhubungan self assessment system, pemahaman perpajakan, serta penerapan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, responden tersebut dianggap mampu memberikan informasi yang akurat mengenai tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu salah satu jenis teknik pengambilan sampel tidak acak. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks sampel ini, dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa responden memiliki karakteristik yang sesuai untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu:
1. Wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda
1. Telah memiliki NPWP
1. Berusia diatas 20 tahun
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin untuk memperoleh sampel yang representatif dari populasi yang ada. Metode ini dipilih karena mampu menentukan ukuran sampel yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang diizinkan, sehingga hasil penelitian dapat lebih valid dan dapat diandalkan. Sampel yang digunakan untuk penyebaran kuesioner berasal dari WPOP KPP Pratama Samarinda Ulu. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut:
n = 
n : Jumlah sampel
N : Jumlah populasi
e : Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi (10% atau 0,1)
maka jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:
n = 
n = 
n = 99,76
n = 100
Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah populasi sebanyak 41.732 wajib pajak dan tingkat kesalahan (e) sebesar 10% atau 0,1, maka diperoleh jumlah sampel sebesar 99,76 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Pembulatan dilakukan agar jumlah sampel lebih mudah digunakan dalam penelitian serta tetap memenuhi representasi populasi. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 100 responden sebagai sampel untuk mewakili populasi.
3.3 [bookmark: _Toc219101097]Sumber Data
3.3.1 [bookmark: _Toc219101098]Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur secara objektif. Data kuantitatif memungkinkan peneliti melakukan analisis statistik secara sistematis, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk menarik simpulan dan generalisasi yang lebih kuat. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar yang memenuhi kriteria tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir.

3.3.2 [bookmark: _Toc219101099]Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari responden. Dalam hal ini, sumber data berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir dan memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.
3.4 [bookmark: _Toc219101100]Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Sugiono (2018) kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan kondisi dan pandangannya. Dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan secara online kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir, dengan menggunakan media Google Form.
Untuk mengukur data yang diperoleh dari responden, penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana persepsi, sikap, dan pendapat individu terhadap suatu fenomena sosial. Menurut Sugiono (2018) Skala Likert sangat cocok digunakan dalam penelitian sosial karena mampu mengubah persepsi subjektif menjadi data kuantitatif berupa angka-angka, sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Skala linkert yang digunakan sebagai berikut:
[bookmark: _Toc209382822]Tabel 3. 1 Skala Likert
	Pernyataan
	Skor

	Sangat Setuju (SS)
	5

	Setuju (S)
	4

	Netral (N)
	3

	Tidak Setuju (TS)
	2

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1


Sumber: Sugiyono (2015)

3.5 [bookmark: _Toc219101101]Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis Partial Least Squares (PLS), yang merupakan salah satu metode dalam Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varians. Sebelum melakukan analisis utama menggunakan Partial Least Squares (PLS), penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji coba. Uji coba bertujuan untuk menguji kejelasan instrumen penelitian, kesesuaian bahasa dalam kuesioner, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya pernyataan yang membingungkan responden. Selain itu, pilot test juga digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas awal instrumen agar dapat dipastikan bahwa indikator yang digunakan mampu mengukur konstruk secara konsisten. Uji coba dilakukan pada sejumlah responden terbatas di luar sampel penelitian utama, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan instrumen sebelum digunakan dalam pengumpulan data sesungguhnya. 
Pilot test dilakukan secara langsung di KPP Pratama Samarinda Ilir, dengan melibatkan 34 responden dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di wilayah tersebut. Pilot test ini menggunakan kuisioner berbasis Google form yang dilakukan secara tatap muka untuk memastikan pemahamann responden terhadap pertanyaan yang ada.
[bookmark: _Toc209383088][image: ]Gambar 3. 1 Hasil Pilot Test menggunakan SmartPLS
[bookmark: _Toc209382823]Tabel 3. 2 Hasil Pilot Test
	Variabel
	Average Variance Extract
	Cronbach’s alpha
	Composite reliability

	Self assessment system 
	0,683
	0,846
	0,865

	Pengetahuan Perpajakan
	0,686
	0,846
	0,864

	Sanksi Perpajakan
	0,721
	0,870
	0,873

	Kepatuhan Wajib Pajak
	0,594
	0,778
	0,800


Sumber: Data diolah (2025)
Hasil pilot test yang telah dilakukan menunjukan bahwa self assessment system, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai loading factor lebih dari 0,70 sehingga data tersebut dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai AVE > 0,50, Cronbach’s Alpha > 0,70, dan Composite Reliability > 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel untuk digunakan pada tahap penelitian selanjutnya.
PLS dipilih karena mampu menguji hubungan sebab akibat antar variabel, baik melalui model pengukuran (outer model) maupun model struktural (inner model). SEM sendiri adalah teknik yang menggabungkan jalur analisis dan analisis faktor untuk menguji hubungan sebab akibat antar konstruk. PLS-SEM digunakan ketika penelitian melibatkan model yang kompleks, data yang tidak berdistribusi normal, atau ukuran sampel yang tidak terlalu besar. Selain itu, PLS dapat digunakan pada berbagai skala data dan tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu, sehingga memberikan kebenaran dan kekuatan analisis yang tinggi. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4 untuk memudahkan proses estimasi dan interpretasi hasil.
3.5.1 [bookmark: _Toc219101102]Model Pengukuran (Outer model)
Pengujian model pengukuran (outer model) bertujuan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar mewakili konstruk yang diukur. Dalam tahap ini, peneliti menilai apakah instrumen yang digunakan sudah valid dan reliabel sehingga layak digunakan dalam penelitian. Pada analisis PLS, terdapat beberapa tahap pengujian, di antaranya:
1. Convergent Validity
Convergent validity digunakan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator dalam satu konstruk saling melemah. Penilaian ini biasanya dilihat dari nilai loading factor setiap indikator, di mana nilai di atas 0,5 dianggap cukup, namun nilai di atas 0,7 lebih disarankan agar hasilnya lebih kuat dan meyakinkan.
1. Uji Discriminant Validity
Uji Discriminant Validity menguji apakah suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai indikator loading pada konstruk yang diukur dengan loading pada konstruk lain, serta membandingkan nilai akar kuadrat AVE (Average Variance Extracted) dengan korelasi antar konstruk. Jika nilai AVE suatu konstruk lebih tinggi dari korelasi dengan konstruk lain, maka konstruk tersebut dinilai memiliki Uji Discriminant Validity yang baik, dengan nilai AVE idealnya di atas 0,50.
1. Uji Reability
Reability konstruksi diuji menggunakan Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha. Konstruk dikatakan reliabel jika nilai Composite Reliability di atas 0,70 dan nilai Cronbach’s Alpha di atas 0,60, yang menunjukkan indikator bahwa-indikator dalam konstruk tersebut konsisten dalam mengukur variabel yang sama.
3.5.2 [bookmark: _Toc219101103]Model Struktural (Inner Model)
Pengujian model struktural (inner model) dalam PLS-SEM memiliki tujuan untuk menilai sejauh mana hubungan antar variabel laten sesuai dengan teori yang mendasari penelitian. Model evaluasi ini dilakukan dengan beberapa indikator utama, seperti koefisien determinasi (R-square), F-Square dan Path Analysis.
a. Koefisien Determinasi (R-square)
Nilai R-square digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel dalam model mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Semakin besar Nilai R-square, semakin tinggi kemampuan model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Secara umum, nilai R-Square dapat diinterpretasikan kedalam tiga kategori, yaitu 0,75 menunjukkan tingkat penjelasan yang kuat, 0,50 menunjukkan tingkat penjelasan sedang, dan 0,25 menunjukkan tingkat penjelasan yang lemah
b. Uji F-Squre 
Uji f-square diterapkan untuk mengevaluasi besarnya kontribusi setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam model struktural. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengklasifikasikan kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah tergolong lemah, sedang, atau kuat. Nilai effect size (f²) dihitung dengan membandingkan perubahan nilai R-square ketika variabel independen tertentu dimasukkan atau dikeluarkan dari model. Berdasarkan panduan Ghozali dan Latan (2015), kriteria interpretasi F-square yaitu nilai 0,02 menunjukkan pengaruh yang lemah, 0,15 menunjukkan pengaruh sedang, dan 0,35 menunjukkan pengaruh yang besar. 
c. Path Analysis
Path analysis diterapkan untuk meneliti hubungan struktural antar variabel laten dalam model penelitian, dengan fokus pada arah dan mengetahui pengaruh yang terjadi. Teknik ini memungkinkan identifikasi pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, analisis jalur difokuskan pada pengujian pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen, yang diukur melalui koefisien jalur (path coefficient) dan tingkat signifikansinya.
3.5.3 [bookmark: _Toc219101104]Uji Hipotesis (Uji t)
Pengujian dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak. Proses ini dilakukan dengan menganalisis nilai p-value yang dihasilkan dari Path Analysis pada SmartPLS, Analisis jalur (Path Analysis) digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel keterikatan, di mana nilai p-value dibandingkan dengan batas signifikansi yang telah ditetapkan. Jika p-value yang diperoleh kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, menandakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel yang diuji.



[bookmark: _Toc219101105][bookmark: _Hlk218543047]BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 [bookmark: _Toc219101106]Gambaran Umum Sampel Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Samarinda Ilir pada periode 27 Oktober hingga 5 November 2025. Pengumpulan data dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner berbasis Google Form kepada responden yang telah ditetapkan melalui teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria penelitian. Adapun gambaran dari penyebaran kuisioner ditunjukan pada tabel 4.1 dibawah:
[bookmark: _Toc216118562]Tabel 4. 1 Hasil Penyebaran Kuisoner
	Keterangan
	Jumlah

	Penyebaran melalui gform
	103

	Total
	103

	Kuisioner yang tidak dapat diolah
	3

	Kuisoner yang dapat diolah
	100


Sumber: Data diolah, 2023
	Berdasarkan Tabel 4.1, kuisioner awalnya disebarkan kepada 100 responden. Namun, karena terdapat 3 data yang tidak dapat digunakan akibat ketidaksesuaian dengan kriteria penelitian, peneliti memutuskan untuk mendistribusikan ulang kuisioner sebanyak 3 kuisioner guna memenuhi kebutuhan minimum jumlah responden. Oleh karena itu, proses validasi data tetap dilakukan agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kriteria penelitian, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi responden secara lebih akurat. Adapun rincian gambaran terkait 100 responden sebagai berikut:
[bookmark: _Toc219101107]4.1.1 Deskripsi Jenis Kelamin Responden 
[bookmark: _Toc216118563]Berdasarkan 100 kuisioner yang telah disebarkan identifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel 4.2 dibawah ini.
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	Wanita
	56
	56%

	Pria
	44
	44%

	Total
	100
	100%


Sumber: data diolah, 2025
Pada tabel diatas, dapat diketahui jenis kelamin responden penelitian ini yaitu wanita sebanyak 56 orang (56%) dan pria sebanyak 44 orang (44%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi wajib pajak wanita dalam penelitian ini lebih dominan dibandingkan dengan wajib pajak pria. Karakteristik responden tersebut memberikan gambaran awal mengenai latar belakang wajib pajak yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan dalam penelitian ini.
[bookmark: _Toc219101108]4.1.2 Deskripsi Usia Responden 
Berdasarkan 100 kuisioner yang telah disebarkan identifikasi responden berdasarkan usia dapat dilihat melalui tabel 4.2 dibawah ini.
[bookmark: _Toc216118564]Tabel 4. 3 Usia Responden
	Usia (Tahun)
	Jumlah
	Persentase

	20-25
	12
	12%

	26-30
	17
	17%

	31-35
	15
	15%

	36-40
	20
	20%

	Diatas 40
	36
	36%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data diolah, 2025
Pada tabel diatas, dapat diketahui usia responden pada penelitian ini 20-25 sebanyak 12 orang (12%), usia 26-30 sebanyak 17 orang (17%), usia 31-35 sebanyak 15 orang (15%), usia 36-40 sebanyak 20 orang (20%) dan diatas 40 sebanyak 36 orang (36%). Komposisi usia tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Karakteristik responden tersebut memberikan gambaran awal mengenai latar belakang wajib pajak yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan dalam penelitian ini.
[bookmark: _Toc219101109]4.1.3 Deskripsi Jenis Pekerjaan Responden
Berdasarkan 100 kuisioner yang telah disebarkan identifikasi responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat melalui tabel 4.2 dibawah ini.
[bookmark: _Toc216118565]Tabel 4. 4 Jenis Pekerjaan Responden
	Jenis Pekerjaan
	Jumlah
	Persentase

	Swasta
	38
	38%

	PNS
	24
	24%

	Wiraswasta
	16
	16%

	Freelance
	3
	3%

	dll
	19
	19%


Sumber: Data diolah, 2025
Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan responden kuisioner yaitu Swasta sebanyak 38 orang (38%), PNS sebanyak 24 orang (24%), wiraswasta sebanyak 16 orang (16%), freelance sebanyak 3 orang (3%) dan lain lain sebanyak 19 orang (19%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan wajib pajak dengan sumber penghasilan yang relatif stabil dan teratur. Karakteristik responden tersebut memberikan gambaran awal mengenai latar belakang wajib pajak yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan dalam penelitian ini.
4.2 [bookmark: _Toc219101110]Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tanggapan responden terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan penggabungan jawaban dari kuisioner menggunakan skala Likert 1 hingga 5 untuk setiap indikator. Hasil analisis disajikan dalam bentuk persentase jawaban seluruh responden, dengan interpretasi skor rata-rata dikategorikan ke dalam lima tingkat, yaitu:
1 = Sangat tidak setuju
2 = Tidak setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju
[bookmark: _Toc219101111]4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku. Variabel ini mencakup lima indikator yang dirumuskan dalam empat pernyataan. Analisis deskriptif terhadap kepatuhan wajib pajak disajikan dalam tabel berikut, yang mencakup tanggapan responden serta nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc216118566]Tabel 4. 5 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Indikator
	Skala Jawaban dan Jumlah
	Total
	Rata-rata (mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	Y.1
	0
	0
	7
	72
	21
	100
	4,14

	Y.2
	0
	0
	7
	63
	30
	100
	4,23

	Y.3
	0
	0
	9
	61
	30
	100
	4,20

	Y.4
	0
	0
	9
	65
	26
	100
	4,17


Sumber: Data diolah, 2025
[bookmark: _Hlk216429575]Berdasarkan analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak pada tabel 4.5 diatas dapat disampaikan sebagai berikut:
a. Pada pernyataan pertama (Y.1) memiliki nilai rata-rata (mean) 4,14 menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela dan tanpa paksaan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Pada pernyataan kedua (Y.2) memiliki nilai rata-rata (mean) 4,23 yang dapat diartikan kebanyakan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak terutang dan tunggakan dengan tepat waktu;
c. Pada pernyataan ketiga (Y.3) memiliki rata-rata (mean) 4,20 yang berarti kebanyakan wajib pajak selalu melaporkan dan membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan;
d. Pada pernyataan keempat (Y.4) memiliki rata-rata (mean) 4,17 menggambarkan bahwa sebagian besar wajib pajak selalu menghitung dan membayarkan pajak penghasilannya dengan benar.
Pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, yang mencerminkan bahwa wajib pajak telah memiliki kesadaran administratif yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi ini sejalan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik yang memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif tinggi dapat dikaitkan dengan kemudahan prosedur serta peningkatan efektivitas layanan perpajakan di KPP Pratama Samarinda Ilir. 
[bookmark: _Toc219101112]4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Self assessment system (X1)
Self assessment system merupakan sistem pemugutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menbayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Variabel ini mencakup lima indikator yang dirumuskan dalam empat pernyataan. Analisis deskriptif self assessment system disajikan dalam tabel berikut, yang mencakup tanggapan responden serta nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc216118567]Tabel 4. 6 Deskriptif Variabel Self assessment system 
	Indikator
	Skala Jawaban dan Jumlah
	Total
	Rata-rata (mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	X1.1
	0
	0
	5
	55
	40
	100
	4,35

	X1.2
	0
	0
	15
	61
	24
	100
	4,09

	X1.3
	0
	0
	12
	60
	28
	100
	4,16

	X1.4
	0
	1
	14
	61
	24
	100
	4,08


Sumber: Data diolah, 2025
Berdasarkan analisis deskriptif variabel self assessment system pada tabel 4.6 diatas dapat disampaikan sebagai berikut:
a. Pada pernyataan pertama (X1.1) memiliki rata-rata (mean) 4,35 yang berarti kebanyakan wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atas kemauan diri sendiri selaku warga negara yang baik;
b. Pada pernyataan kedua (X1.2) memiliki rata-rata (mean) 4,09 menggambarkan bahwa sebagian besar wajib pajak dalam self assessment system melakukan perhitungan pajak sendiri;
c. Pada pernyataan ketiga (X1.3) memiliki nilai rata-rata (mean) 4,16 menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak memenuhi kewajiban wajib pajak dalam menyetorkan pajak penghasilan sendiri;
d. Pada pernyataan keempat (X1.4) memiliki nilai rata-rata (mean) 4,08 yang dapat diartikan kebanyakan wajib pajak melaporkan pajak penghasilan secara tepat waktu sesuai ketentuan self assessment.
Tingginya persepsi positif terhadap self assessment system mencerminkan bahwa wajib pajak merasa diberi kepercayaan dan kemudahan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Kemudahan akses melalui sistem digital dan layanan daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkontribusi dalam menciptakan persepsi bahwa proses perpajakan tidak lagi bersifat rumit. Oleh karena itu, hasil deskriptif ini mengindikasikan bahwa self assessment system berpotensi menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
[bookmark: _Toc219101113]4.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2)
Pengetahuan perpajakan merupakan informasi terkait pajak yang diperoleh melalui pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta pemanfaatannya dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi. Variabel ini terdiri dari empat indikator yang dijabarkan dalam empat pernyataan. Hasil analisis deskriptif pengetahuan perpajakan disajikan dalam tabel berikut, yang mencakup tanggapan responden serta nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc216118568]Tabel 4. 7 Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan
	Indikator
	Skala Jawaban dan Jumlah
	Total
	Rata-rata (mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	X2.1
	0
	0
	8
	20
	72
	100
	4,64

	X2.2
	0
	0
	9
	36
	55
	100
	4,46

	X2.3
	0
	1
	16
	47
	36
	100
	4,18

	X2.4
	0
	0
	11
	67
	22
	100
	4,11


Sumber: data diolah, 2025
Berdasarkan analisis deskriptif variabel pengetahuan perpajakan pada tabel 4.7 diatas dapat disampaikan sebagai berikut:
a. Pada pernyataan pertama (X2.1) memiliki nilai rata-rata (mean) 4,64, hal ini menunjukan rata-rata wajib pajak mengetahui bahwa pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa.
b. Pada pernyataan kedua (X2.2) memiliki rata-rata (mean) 4,46. Hasil ini menunjukan bahwa rata-rata wajib pajak mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dari negara.
c. Pada pernyataan ketiga (X2.3) memiliki rata-rata (mean) 4,18 menggambarkan bahwa sebagian besar wajib pajak mengetahui tarif pajak yang dikenakan untuk penghasilannya.
d. Pada pernyataan keempat (X2.4) memiliki nilai rata-rata (mean) 4,11 menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak mengetahui batas waktu pelaporan PPh.
Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi berkaitan dengan pemahaman bahwa pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa. Temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak telah memahami aspek yuridis perpajakan sebagai kewajiban negara yang harus dipenuhi. Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan ini dapat menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan, karena wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan cenderung lebih mampu melaksanakan kewajibannya secara benar dan menghindari kesalahan administratif. 
[bookmark: _Toc219101114]4.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X3)
Sanksi pajak merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada wajib pajak jika melanggar ketentuan perpajakan baik karena terlambat, tidak melapor salah hitung maupun tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. Variabel ini memiliki 4 indikator yang terdiri dari 4 pernyataan. Hasil analisis deskriptif ini disajikan pada tabel dibawah ini dengan nilai rata-rata (mean).
Tabel 4. 8 Deskriptif Variabel Sanksi PerpajakanSumber: data diolah 2025


	Indikator
	Skala Jawaban dan Jumlah
	Total
	Rata-rata (mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	X3.1
	0
	3
	14
	59
	24
	100
	4,04

	X3.2
	0
	1
	15
	55
	28
	100
	4,11

	X3.3
	0
	3
	13
	64
	20
	100
	4,01

	X3.4
	0
	0
	12
	57
	31
	100
	4,19


Berdasarkan analisis deskriptif variabel sanksi perpajakan pada tabel 4.8 diatas dapat disampaikan sebagai berikut:
a. Pada pernyataan pertama (X3.1) memiliki rata-rata (mean) 4,04 menggambarkan bahwa sebagian besar wajib pajak setuju dengan sanksi pajak agar dapat menegakkan rasa disisplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
b. Pada pernyataan kedua (X3.2) memiliki nilai rata-rata (mean) 4,11 menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak setuju dengan sanksi pajak yang ada harus disesuaikan dengan jenis pelanggar yang dilakukan.
c. Pada pernyataan ketiga (X3.3) memiliki nilai rata-rata (mean) 4,01 hal ini menunjukan rata-rata wajib pajak setuju jika setiap individu yang dengan sengaja mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) yang berisi informasi yang tidak benar sehingga merugikan negara akan dikenakan sanksi pidana.
d. Pada pernyataan keempat (X3.4) memiliki rata-rata (mean) 4,19. Hasil ini menunjukan bahwa rata-rata wajib pajak percaya bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu.
Tingginya persepsi terhadap sanksi perpajakan pada analisis deskriptif tidak secara otomatis mencerminkan efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun wajib pajak memahami dan menyetujui keberadaan sanksi, kepatuhan mereka kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain yang dirasakan secara langsung, seperti kemudahan sistem administrasi dan pemahaman perpajakan. Tingginya nilai rata-rata pada variabel sanksi perpajakan kemungkinan dipengaruhi oleh persepsi normatif responden mengenai pentingnya sanksi perpajakan, meskipun tidak selalu tercermin dalam perilaku kepatuhan aktual.
4.3 [bookmark: _Toc219101115]Hasil Uji Instrumen Penelitian
[bookmark: _Toc219101116]4.3.1 Hasil Analisis Struktural Equation Modelling (SEM)
Hasil analisis model PLS- SEM Algorhm dapat dilihat pada gambar dibawah ini yang menunjukkan loading factor untuk menyatakan besarnya pengaruh indikator terhadap variabel dan pengaruh antar variabel.
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[bookmark: _Toc216118466][bookmark: _Toc216118671]Gambar 4. 1 Model Hasil Analisis PLS-SEM
[bookmark: _Toc219101117]4.3.2 Analisis Outer Model
Model pengukuran (outer model) dalam Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel laten dengan indikatornya. Besaran korelasi masing-masing indikator dapat diketahui melalui nilai loading factor. Apabila loading factor suatu indikator rendah, maka indikator tersebut dianggap tidak efektif. Menurut Ghozali & Latan (2015), nilai loading factor yang ideal untuk model pengukuran adalah di atas 0,7. Outer model secara keseluruhan berfungsi untuk menilai validitas dan reliabilitas indikator, serta mengukur intensitas hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, serta antar variabel laten itu sendiri.
4.3.2.1 Hasil Uji Convergent validity
Indikator dianggap valid apabila nilai loading faktor melebihi 0,7 terhadap variabel laten yang bersangkutan Ghozali & Latan (2015). Validitas instrumen penelitian penting untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan benar-benar mencerminkan konstruk yang dimaksud, sehingga hasil analisis dapat diandalkan. Untuk menilai keabsahan kuesioner, dilakukan uji validitas berupa convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dilakukan terlebih dahulu dengan mengevaluasi loading faktor setiap instrumen penelitian, yang menunjukkan sejauh mana indikator berkontribusi terhadap variabel laten. Tabel 4.9 menyajikan nilai loading factor instrumen penelitian ini, yang menjadi dasar untuk menentukan indikator mana yang memenuhi kriteria validitas.
[bookmark: _Toc216118570]Tabel 4. 9 Hasil Outer loading dan AVE
	No
	Variabel
	Kode
	Outer loading
	AVE
	Keterangan

	1
	Self assessment system 
	X1.1
	0,745
	0,621
	Valid

	2
	
	X1.2
	0,762
	
	Valid

	3
	
	X1.3
	0,823
	
	Valid

	4
	
	X1.4
	0,819
	
	Valid

	5
	Pengetahuan Perpajakan
	X2.1
	0,793
	0,62
	Valid

	6
	
	X2.2
	0,773
	
	Valid

	7
	
	X2.3
	0,771
	
	Valid

	8
	
	X2.4
	0,813
	
	Valid

	9
	Sanksi Perpajakan
	X3.1
	0,838
	0,64
	Valid

	10
	
	X3.2
	0,852
	
	Valid

	11
	
	X3.3
	0,81
	
	Valid

	12
	
	X3.4
	0,721
	
	Valid

	13
	Kepatuhan Wajib Pajak
	Y.1
	0,7
	0,571
	Valid

	14
	
	Y.2
	0,752
	
	Valid

	15
	
	Y.3
	0,799
	
	Valid

	16
	
	Y.4
	0,769
	
	Valid


Sumber: Hasil olah data SmartPLS 4.0, 2025
Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai outer loading diatas 0,7 dan nilai AVE diatas 0,5. Sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid dan memenuhi syarat sehingga semua pernyataan dinyatakan valid dari uji Convergent validity.
4.3.2.2 Hasil Uji Discriminant validity
[bookmark: _Toc216118571]Analisis dilanjutkan dengan pengujian validitas diskriminan untuk menilai sejauh mana konstruk variabel dapat dibedakan satu sama lain dalam model penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai cross-loading, yang mengukur kekuatan hubungan antara indikator suatu variabel dengan konstruk lainnya, serta nilai korelasi antar variabel untuk memastikan bahwa setiap konstruk tidak saling tumpang tindih secara signifikan.


Tabel 4. 10 Cross loading
	 
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0,745
	0,527
	0,481
	0,503

	X1.2
	0,762
	0,408
	0,383
	0,547

	X1.3
	0,823
	0,507
	0,430
	0,599

	X1.4
	0,819
	0,513
	0,426
	0,624

	X2.1
	0,410
	0,793
	0,446
	0,488

	X2.2
	0,482
	0,773
	0,477
	0,416

	X2.3
	0,542
	0,771
	0,644
	0,458

	X2.4
	0,519
	0,813
	0,629
	0,536

	X3.1
	0,492
	0,526
	0,838
	0,392

	X3.2
	0,500
	0,589
	0,825
	0,451

	X3.3
	0,406
	0,586
	0,810
	0,356

	X3.4
	0,298
	0,549
	0,721
	0,279

	Y.1
	0,463
	0,366
	0,336
	0,700

	Y.2
	0,593
	0,534
	0,458
	0,752

	Y.3
	0,582
	0,465
	0,372
	0,799

	Y.4
	0,537
	0,450
	0,250
	0,769


Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 4.0, 2025
Berdasarkan Tabel 4.10, seluruh indikator pada masing-masing variabel memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan nilai loading pada konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator lebih merepresentasikan variabel laten yang dimaksud dibandingkan variabel laten lain dalam model penelitian. Sehingga seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan, sehingga masing-masing variabel laten memiliki tingkat perbedaan yang memadai dan tidak terjadi tumpang tindih pengukuran antar konstruk. Namun demikian, pengujian validitas diskriminan dalam penelitian ini masih terbatas pada evaluasi nilai cross loading dan belum menggunakan pendekatan lain seperti HTMT.
4.3.2.3 Hasil Uji Reability Instrumen Penelitian
Untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan sebagai instrumen pengukuran variabel penelitian menghasilkan pengukuran yang konsisten dan stabil, diperlukan pelaksanaan uji reability. Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai cronbach alpha serta nilai composite reliability dari blok indikator yang mengukur masing-masing variabel. Indikator dianggap reliabel apabila nilai cronbach alpha melebihi 0,6 dan nilai composite reliability lebih besar dari 0,7, yang menunjukkan tingkat konsistensi internal memadai dalam pengukuran konstruk penelitian.
[bookmark: _Toc216118572]Tabel 4. 11 Cronbach alpha & Composite reliability
	Variabel 
	Nilai cronbach's alpha
	Nilai Composite reliability

	Self assessment system (X1)
	0,796
	0,867

	Pengetahuan Perpajakan (X2)
	0,797
	0,867

	Sanksi Perpajakan (X3)
	0,814
	0,876

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,750
	0,842


Sumber: hasil olah data SmartPLS 4.0, 2025
Nilai cronbach’s alpha dari setiap variabel diatas menunjukkan nilai lebih dari 0,60 dan nilai composite reliability lebih dari 0,70. Maka dapat disimpulkan seluruh pernyataan dinyatakan reliabel dan konsisten sebagai alat ukur.
[bookmark: _Toc219101118]4.3.3 Hasil Model Struktural (Inner Model)
Model struktural dalam penelitian ini telah memenuhi semua prasyarat pengujian yang diperlukan sebelumnya, sehingga memungkinkan dilakukannya model struktural (Inner model) dapat diukur menggunakan dua metode utama, yaitu analisis nilai R-square, F-square dan Path Analysis.
4.3.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R-square)
Koefisien determinasi dianggap memadai apabila nilainya mendekati satu, yang menyatakan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen Ghozali & Latan (2015). R-square, sebagai ukuran koefisien determinasi, digunakan untuk mengevaluasi proporsi varians dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, dengan nilai yang berkisar antara 0 dan 1. Dalam konteks penelitian ini, nilai R-square yang tinggi akan memberikan bukti empiris tentang kekuatan variabel. Nilai dari R-square sebesar 0,551 merupakan nilai koefisien determinasi yang kuat. Sehingga dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 55% dan 45% diapat dijelaskan oleh variabel independen yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
4.3.3.2 Uji F-square
Setelah melakukan uji koefiseien determinasi, selanjutnya melakukan uji model structural, agar dapat melihat nilai F-square yang digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh antar variabel. Nilai f-square digunakan untuk mengatahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen, jika nilai f-square sebesar 0,02 (lemah), 0,15 (sedang) dan 0,35 (tinggi).
[bookmark: _Toc216118573]Tabel 4. 12 Nilai F-square
	
	F-square

	Self assessment system  (X1) → Kepatuhan wajib pajak
	0,444

	Pengetahuan Perpajakan (X2) → Kepatuhan wajib pajak
	0,073

	Sanksi Perpajakan (X3) → Kepatuhan wajib pajak
	0,001


Sumber: Hasil olah data SmartPLS 4.0, 2025
Dari hasil analisis data tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa pengaruh setiap variabel:
1. Nilai F-square terhadap pengaruh self assessment system sebesar 0,444 maknanya self assessment system memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai F-square terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan sebesar 0,073 maknanya pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang lemah terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai F-square terhadap pengaruh sanksi perpajakan sebesar 0,001 maknanya sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan hasil analisis, variabel self assessment system memiliki nilai F-square sebesar 0,444, yang menunjukkan pengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil uji hipotesis, di mana self assessment system terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai p-value di bawah 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa self assessment system tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki kontribusi yang besar secara praktis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai F-square sebesar 0,073, yang menunjukkan pengaruh lemah terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan tetap berperan dalam meningkatkan kepatuhan, namun kontribusinya relatif terbatas dibandingkan dengan variabel self assessment system.
Sementara itu, variabel sanksi perpajakan memiliki nilai F-square sebesar 0,001, yang menunjukkan pengaruh yang sangat lemah terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh nilai p-value di atas 0,05. Konsistensi antara nilai effect size yang sangat kecil dan ketidaksignifikanan secara statistik mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda Ilir.
4.3.3.3 Path Analysis (Analisis Jalur)
Berdasarkan hasil analisis jalur, metode ini diterapkan untuk meneliti keterkaitan antar variabel dalam penelitian. Analisis ini memungkinkan identifikasi tingkat pengaruh langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen, serta pengaruh tidak langsungnya. path analysis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
[image: ]
[bookmark: _Toc216118467][bookmark: _Toc216118672]Gambar 4. 2 Model Analisis Jalur

4.3.3.4 Hasil Uji Hipotesis
[bookmark: _Toc216118574]Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah hubungan antar variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian memiliki pengaruh yang signifikan dengan menggunakan nilai estimasi sampel asli (original sample) dan nilai p-values sebagai indikator utama. Jika nilai p-value kurang dari 0,05 dan koefisien jalur menunjukkan arah positif, maka hipotesis penelitian diterima. Sebaliknya, jika nilai p-value lebih besar dari 0,05 atau koefisien jalur menunjukkan arah negatif, maka hipotesis ditolak. 
Tabel 4. 13 Hasil Uji Pengaruh Langsung
	
	Original Sample (O)
	P Values
	Didukung/Tidak Didukung

	Self assessment system (X1) → Kepatuhan wajib pajak
	0,570
	0,000
	Didukung

	Pengetahuan Perpajakan (X2) → Kepatuhan wajib pajak
	0,273
	0,006
	Didukung

	Sanksi Perpajakan (X3) → Kepatuhan wajib pajak
	-0,029
	0,726
	Tidak Didukung


Sumber: Hasil olah data SmartPLS 4.0, 2025
Berdasarkan hasil uji pengaruh langsung yang disajikan dalam Tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengaruh Self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,570 berarah positif dan nilai p-value dibawah 0,05 sebesar 0,000 yang dapat dikatakan bahwa Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain  diterima.
2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,273 berarah positif dan nilai p-value dibawah 0,05 sebesar 0,006 yang dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain  diterima.
3. Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar -0,029 berarah negatif dan nilai p-value diatas 0,05 sebesar 0,726 yang dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain  ditolak.
4.4 [bookmark: _Toc219101119][bookmark: _Hlk218800625]Pembahasan
[bookmark: _Toc219101120]4.4.1 Pengaruh Self assessment system Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian hipotesis pertama, nilai p-value 0,000 dibawah 0,005 sehingga mengungkapkan bahwa self assessment system memberikan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi implementasi self assessment system, berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan penelitian ini selaras dengan kajian yang dilakukan oleh Machfuzhoh & Puspanita (2021) serta Dinata et al. (2023), yang menegaskan bahwa mekanisme perpajakan yang memfasilitasi proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak pribadi.
Temuan tersebut dapat dijelaskan dengan teori atribusi yang diperkenalkan oleh Newcomb & Heider (1958), yang menyatakan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Dalam ruang lingkup penelitian ini, self assessment system berfungsi sebagai faktor eksternal yang membentuk pola perilaku kepatuhan wajib pajak melalui aturan dan prosedur perpajakan yang diberlakukan. Mekanisme perpajakan yang ringkas dan mudah dipahami akan menciptakan pandangan positif dari wajib pajak mengenai tanggung jawab perpajakannya, sehingga merangsang kepatuhan secara mandiri (Machfuzhoh & Puspanita, 2021).
Kemudahan dalam memanfaatkan platform pelaporan dan pembayaran pajak elektronik memberikan efisiensi dan kenyamanan bagi wajib pajak saat menjalankan kewajiban perpajakannya. Dinata et al. (2023), menyoroti bahwa aksesibilitas yang lancar dan kejelasan langkah-langkah dalam self assessment system mampu meminimalkan kesalahan pelaporan serta memperbaiki ketepatan waktu penyampaian pajak. Oleh karena itu, implementasi self assessment system yang efisien memainkan peran krusial dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak pribadi secara konsisten.
Di KPP Pratama Samarinda Ilir, penerapan self assessment system memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) umumnya memandang bahwa penerapan self assessment system memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
Melalui penerapan sistem tersebut, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku melalui platform elektronik tanpa perlu kunjungan fisik ke kantor pajak.
Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda Ilir dapat dipahami sebagai hasil dari penerapan sistem perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh keberadaan sanksi perpajakan, melainkan terbentuk dari kepercayaan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap mekanisme self assessment system. Self assessment system sebagai faktor eksternal telah menciptakan persepsi bahwa pelaporan dan pembayaran pajak merupakan proses yang mudah, transparan, dan dapat dilakukan secara mandiri. Dengan demikian, implementasi self assessment system yang efisien memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4.4.2 [bookmark: _Toc219101121]Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian hipotesis kedua, memiliki nilai p-value 0,006 dibawah 0,05 hal ini mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir. Temuan ini menandakan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang lebih mendalam cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi. Kesimpulan penelitian ini selaras dengan kajian yang dilakukan oleh Febtrina et al (2022) serta Yogi & Irawan (2022) yang menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
Temuan tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori atribusi yang dikembangkan oleh Newcomb & Heider (1958), yang menyatakan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan berperan sebagai faktor internal yang berasal dari pemahaman wajib pajak mengenai aturan, tarif, dan langkah-langkah perpajakan. Febtrina et al (2022) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan yang cukup memungkinkan wajib pajak untuk memahami hak dan tanggung jawab perpajakannya, serta dampak administratif jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
Pemahaman yang kuat tentang ketentuan perpajakan akan membangun kesadaran dan sikap taat dalam diri wajib pajak, sehingga kepatuhan tidak hanya didorong oleh pengawasan atau ancaman hukuman. Yogi & Irawan (2022) menekankan bahwa wajib pajak yang memahami prosedur pelaporan dan penghitungan pajak lebih cenderung konsisten dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak pribadi.
Di lingkungan KPP Pratama Samarinda Ilir, wajib pajak orang pribadi yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai ketentuan perpajakan, termasuk prosedur perhitungan, mekanisme pembayaran, serta tata cara pelaporan pajak, cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. 
Wajib pajak menilai bahwa dengan memahami ketentuan perpajakan, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih terstruktur, terarah, dan minim kesalahan. Tingkat pemahaman tersebut membentuk persepsi positif yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir dapat diatribusikan pada pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal yang membentuk sikap sadar, bertanggung jawab, dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penguatan pengetahuan perpajakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan yang berkelanjutan menjadi strategi yang berupaya untuk peningkatan pengetahuan perpajakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak.
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, nilai p-value 0,726 diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak terbukti memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi, sehingga hipotesis tersebut harus ditolak. Hasil penelitian ini berbeda dari kajian yang dilakukan oleh Purwanto & Safira (2020) serta Yogi & Irawan (2022), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021), Khodijah et al. (2021), serta Basiroh & Sari (2024), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
Dengan merujuk pada teori atribusi yang diperkenalkan oleh Newcomb & Heider (1958), sanksi perpajakan dikategorikan sebagai faktor eksternal yang seharusnya membentuk pola perilaku kepatuhan melalui mekanisme tekanan dan hukuman. Namun, hasil kajian ini menunjukkan bahwa tindakan kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir tidak secara langsung terkait dengan adanya sanksi perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi tersebut belum dianggap sebagai ancaman nyata yang mampu mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya.
Secara praktis, situasi ini mungkin terjadi karena wajib pajak jarang sekali mengalami penerapan sanksi secara langsung, baik berupa denda maupun langkah penegakan hukum lainnya. Wajib pajak cenderung berpandangan bahwa selama proses pelaporan dan pembayaran pajak berjalan lancar melalui sistem yang tersedia, risiko dikenai sanksi terasa cukup rendah. Persepsi semacam itu membuat efek pencegahan dari sanksi perpajakan menjadi kurang kuat, sehingga sanksi tidak lagi dipandang sebagai aspek yang menimbulkan kekhawatiran dalam proses pengambilan keputusan kepatuhan (Basiroh & Sari, 2024).
Sanksi perpajakan tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan jika wajib pajak tidak merasakan konsekuensi langsung dari pelanggaran yang mereka lakukan. Kajian tersebut menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti pemahaman terhadap aturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, serta kemudahan dalam sistem administrasi perpajakan, daripada sekadar ancaman sanksi perpajakan. (Supriatiningsih & Jamil, 2021)
Dengan demikian, meskipun sanksi perpajakan secara normatif memiliki implikasi hukum yang jelas, dalam konteks wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir, sanksi belum berperan secara efektif dalam membentuk perilaku kepatuhan. Kepatuhan lebih sering diatribusikan pada faktor lain yang memberikan manfaat praktis langsung. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks wajib pajak saat ini, kepatuhan lebih banyak dibentuk oleh kesadaran dan kemudahan sistem dibandingkan oleh ancaman sanksi semata.
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5.1 [bookmark: _Toc219101124]Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diatarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Self assessment system terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda Ilir. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan prosedur serta kejelasan sistem perpajakan yang diterapkan mampu mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara patuh dan mandiri.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman yang baik mengenai peraturan dan prosedur perpajakan berperan dalam membentuk kesadaran serta rasa tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir lebih dipengaruhi oleh faktor lain yang dirasakan secara langsung, seperti pemahaman perpajakan dan kemudahan sistem administrasi perpajakan, dibandingkan dengan keberadaan ancaman sanksi.
Secara konseptual, hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih dipengaruhi oleh faktor sistemik dan kognitif, seperti penerapan self assessment system dan tingkat pengetahuan perpajakan, dibandingkan dengan faktor represif berupa sanksi perpajakan.
5.2 [bookmark: _Toc219101125]Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Samarinda Ilir)
Implikasi praktis dari hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penekanan pada pendekatan edukatif dan sistemik dalam meningkatkan kapatuhan wajib pajak. KPP Pratama Samarinda Ilir disarankan untuk lebih memfokuskan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan implementasi self assessment system, khususnya dengan memastikan kemudahan akses dan kejelasan prosedur pelaporan serta pembayaran pajak berbasis digital. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan perlu diarahkan secara lebih spesifik pada pemahaman teknis pelaporan dan perhitungan pajak, mengingat pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan. Penerapan sanksi perpajakan tetap perlu dilakukan secara konsisten, namun sebaiknya diimbangi dengan pendekatan edukatif agar tidak hanya bersifat represif.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib pajak orang pribadi diharapkan dapat secara aktif meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan, khususnya terkait perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan. Pemahaman yang baik diharapkan dapat membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu tanpa bergantung pada pengawasan atau ancaman sanksi.
3. Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan fiskus, kesadaran pajak, atau tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan memperluas objek dan wilayah penelitian serta menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak.
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Bapak/Ibu/Saudara/Saudari yang terhormat, perkenalkan saya Andhini Ariska mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian pendidikan S1. Penelitian yang sedang saya lakukan berjudul “PENGARUH SELF ASESSESSMENT SYSTEM, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI” Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk membantu mengisi kuesioner yang telah kami siapkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut akan dilampirkan pada google form bertujuan untuk statistik responden. Kami akan menjaga kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. 
DATA RESPONDEN
1. Nama		: 
(apabila anda keberatan, maka boleh dikosongkan)
2. Jenis Kelamin
a. Laki-laki
b. Perempuan
3. Usia
a. 20 s/d 25 tahun
b. 26 s/d 30 tahun
c. 31 s/d 35 tahun
d. 36 s/d 40 tahun
e. Diatas 40 tahun
4. Jenis Pekerjaan
a. Pekerja Swasta
b. PNS
c. Freelance
d. Wiraswasta
e. dll
5. Berapakah pendapatan saudara setiap bulan
a. Kurang dari Rp 1.000.000
b. Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000
c. Rp 4.000.000 – Rp 7.000.000
d. Rp 8.000.000 – Rp 11.000.000
e. Diatas Rp 11.000.000

Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Pilihlah satu jawaban pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu/Sdr. 
1. Sangat Tidak Setuju (STS) 
2. Tidak Setuju (TS) 
3. Netral (N) 
4. Setuju (S) 
5. Sangat Setuju (SS) 

Kuisioner Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak 
	No
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1. 
	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela dan tanpa ada paksaan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
	
	
	
	
	

	2.
	Saya melaporkan dan membayarkan pajak terutang dan tunggakan dengan tepat waktu 
	
	
	
	
	

	3.
	Saya selalu melaporkan dan membayarkan kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan 
	
	
	
	
	

	4.
	Saya selalu menghitung dan membayarkan pajak penghasilan (PPh) dengan benar 
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc201006001]Variabel Independen Self assessment system 
	No
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena kemauan saya sendiri selaku warga negara yang baik. 
	
	
	
	
	

	2.
	Dalam self assessment system , saya melakukan perhitungan pajak sendiri.
	
	
	
	
	

	3.
	Saya memenuhi kewajiban wajib pajak dalam menyetorkan pajak penghasilan sendiri. 
	
	
	
	
	

	4.
	Saya melaporkan pajak penghasilan secara tepat waktu sesuai ketentuan self assessment
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc201006002]Variabel Independen pengetahuan perpajakan
	No
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Saya mengetahui pajak ditetapkan berdasarkan Undang-undang dan bersifat memaksa 
	
	
	
	
	

	2.
	Saya mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan terbesar bagi negara
	
	
	
	
	

	3.
	Saya mengetahui tarif pajak yang dikenakan untuk penghasilan saya
	
	
	
	
	

	4.
	Saya mengetahui ketentuan umum mengenai batas dan prosedur pelaporan PPh sesuai undang-undang
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc201006003]
Variabel Independen sanksi pajak
	No
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Saya merasa sanksi pajak sangat penting untuk menegakkan disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
	
	
	
	
	

	2.
	Saya setuju bahwa penerapan sanksi pajak harus disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
	
	
	
	
	

	3.
	Saya mengetahui bahwa setiap individu yang dengan sengaja mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) yang berisi informasi yang tidak benar sehingga merugikan negara akan dikenakan sanksi pidana.
	
	
	
	
	

	4.
	Saya percaya bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu
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Lampiran 2 Kode QR untuk Mengakses Kuisioner
[image: ]
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Lampiran 3 Data Penelitian DiolahDisambung ke halaman berikutnya


	No
	Y
	X1
	X2
	X3

	
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4

	1
	4
	4
	4
	4
	5
	3
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4

	2
	4
	3
	4
	5
	4
	3
	3
	2
	5
	4
	2
	4
	4
	2
	4
	5

	3
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	4
	4
	3
	3
	5
	3
	3
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	5

	6
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	3
	5
	5
	3
	3
	5

	7
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	5
	5
	3
	4
	5
	5
	5
	4

	8
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	4

	9
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	4

	10
	4
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4

	11
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	12
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	5

	13
	3
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	5

	14
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	15
	5
	4
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	5

	16
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	17
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	18
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	3
	3
	4
	4
	4
	4

	19
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	20
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	3
	4
	3
	3

	21
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	22
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	5
	4
	3
	3
	3
	4
	3
	4

	23
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	24
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	3
	4
	4

	25
	4
	5
	3
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	5

	26
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	4

	27
	4
	4
	4
	3
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	4

	28
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	5

	29
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	5

	30
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4

	31
	4
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	4

	32
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	4

	33
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	34
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4

	35
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	5

	36
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	3
	3
	3
	4

	37
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	38
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	39
	4
	4
	3
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4

	40
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	5

	41
	4
	4
	4
	4
	5
	3
	5
	3
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4

	42
	3
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	43
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	5
	5
	5
	5
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	44
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4

	45
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4

	46
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	5

	47
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5

	48
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5

	49
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	50
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	5
	3
	3
	4
	2
	4
	2
	3

	51
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	52
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	53
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	5

	54
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	55
	5
	4
	5
	5
	5
	3
	4
	3
	5
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4

	56
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	57
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	58
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	3

	59
	4
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4

	60
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	3
	3
	4

	61
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	62
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3

	63
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4

	64
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	3

	65
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	2
	3

	66
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	5

	67
	4
	4
	5
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	5

	68
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	5

	69
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	70
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	5

	71
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4

	72
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	5

	73
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	2
	3
	4
	5

	74
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4

	75
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4

	76
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	4

	77
	4
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	78
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	79
	4
	3
	3
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	4
	4

	80
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	81Disambung ke halaman berikutnya


	5
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4

	82
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	83
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	84
	4
	3
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	4

	85
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	3

	86
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	4

	87
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	88
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4

	89
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	90
	4
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	91
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	92
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	93
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	5

	94
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	95
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	96
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	97
	3
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	4
	4
	4
	4

	98
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	99
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	100
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
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Lampiran 4 Hasil Olah Data SmartPLS 4.0
Outer loading
	 
	X1
	X2
	X3
	X4

	X1.1
	0,745
	 
	 
	 

	X1.2
	0,762
	 
	 
	 

	X1.3
	0,823
	 
	 
	 

	X1.4
	0,819
	 
	 
	 

	X2.1
	 
	0,793
	 
	 

	X2.2
	 
	0,773
	 
	 

	X2.3
	 
	0,771
	 
	 

	X2.4
	 
	0,813
	 
	 

	X3.1
	 
	 
	0,838
	 

	X3.2
	 
	 
	0,852
	 

	X3.3
	 
	 
	0,81
	 

	X3.4
	 
	 
	0,721
	 

	Y.1
	 
	 
	 
	0,700

	Y.2
	 
	 
	 
	0,752

	Y.3
	 
	 
	 
	0,799

	Y.4
	 
	 
	 
	0,769



Construct Reliability and Validity
	 
	cronbach's alpha
	Composite reliability (rho_a)
	Composite reliability (rho_c)
	Avarage Variance Extract (AVE)

	X1
	0,796
	0,803
	0,867
	0,621

	X2
	0,797
	0,802
	0,867
	0,62

	X3
	0,814
	0,834
	0,876
	0,64

	Y
	0,750
	0,757
	0,842
	0,571






Cross loadings
	 
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0,745
	0,527
	0,481
	0,503

	X1.2
	0,762
	0,408
	0,383
	0,547

	X1.3
	0,823
	0,507
	0,430
	0,599

	X1.4
	0,819
	0,513
	0,426
	0,624

	X2.1
	0,410
	0,793
	0,446
	0,488

	X2.2
	0,482
	0,773
	0,477
	0,416

	X2.3
	0,542
	0,771
	0,644
	0,458

	X2.4
	0,519
	0,813
	0,629
	0,536

	X3.1
	0,492
	0,526
	0,838
	0,392

	X3.2
	0,500
	0,589
	0,825
	0,451

	X3.3
	0,406
	0,586
	0,810
	0,356

	X3.4
	0,298
	0,549
	0,721
	0,279

	Y.1
	0,463
	0,366
	0,336
	0,700

	Y.2
	0,593
	0,534
	0,458
	0,752

	Y.3
	0,582
	0,465
	0,372
	0,799

	Y.4
	0,537
	0,450
	0,250
	0,769




Akar Kuadrat AVE
	
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1
	0,788
	
	
	

	X2
	0,619
	0,788
	
	

	X3
	0,543
	0,700
	0,800
	

	Y
	0,724
	0,606
	0,472
	0,756



R-square
	
	R-square
	R-square Adjusted

	Y
	0,565
	0,551



F-square
	
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1
	
	
	
	0,444

	X2
	
	
	
	0,073

	X3
	
	
	
	0.001

	Y
	
	
	
	




Path Coefficient
Hubungan Langsung
	
	Original Sample (O)
	Sampel Mean (M)
	Standard Deviation (STDEV)
	T Statistics (|O/STDEV|)
	P Values

	X1 -> Y
	0,570
	0,575
	0,079
	7,264
	0,000

	X2 -> Y
	0,273
	0,264
	0,100
	2,744
	0,006

	X3 -> Y
	-0,029
	-0,029
	0,082
	0,350
	0,726
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	No
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4

	1
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	5

	2
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4

	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	1
	1
	1
	1
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	6
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	7
	3
	4
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	5
	5
	4
	4

	8
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	9
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	10
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	5

	11
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	5
	5
	4
	4

	12
	5
	3
	4
	5
	4
	3
	4
	4
	3
	2
	3
	2
	4
	4
	4
	4

	13
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4

	14
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	15
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	4
	4

	16
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	17
	5
	5
	3
	3
	5
	5
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	18
	4
	3
	2
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	5
	4

	19
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	20
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	21
	4
	3
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	22
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	5

	23
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	3
	4
	3
	3
	3
	4
	3
	4

	24
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	2
	2
	4
	4
	4
	4

	25
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5

	26
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	3
	4

	27
	4
	4
	3
	2
	4
	4
	3
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	5

	28
	4
	4
	4
	3
	5
	5
	5
	5
	3
	4
	3
	3
	3
	4
	4
	5

	29
	4
	4
	5
	3
	4
	4
	5
	5
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	30
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5

	31
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	3
	4

	32
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	5

	33
	4
	3
	4
	4
	2
	2
	3
	3
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4

	34
	4
	3
	4
	4
	3
	2
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	5
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Outer loading
	 
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0,892
	
	
	

	X1.2
	0,802
	
	
	

	X1.3
	0,853
	
	
	

	X1.4
	0,753
	
	
	

	X2.1
	
	0,897
	
	

	X2.2
	
	0,848
	
	

	X2.3
	
	0,844
	
	

	X2.4
	
	0,712
	
	

	X3.1
	
	
	0,903
	

	X3.2
	
	
	0,789
	

	X3.3
	
	
	0,861
	

	X3.4
	
	
	0,838
	

	Y.1
	
	
	
	0,718

	Y.2
	
	
	
	0,825

	Y.3
	
	
	
	0,756

	Y.4
	
	
	
	0,779



Construct Reliability and Validity
	 
	cronbach's alpha
	Composite reliability (rho_a)
	Composite reliability (rho_c)
	Avarage Variance Extract (AVE)

	X1
	0,846
	0,865
	0,896
	0,683

	X2
	0,846
	0,864
	0,897
	0,686

	X3
	0,870
	0,873
	0,911
	0,721

	Y
	0,778
	0,800
	0,854
	0,594
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